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Pajak Daerah termasuk diantara salah satu Pendapatan Asli Daerah atau yang 

sering disebut dengan PAD. Penerimaan Asli Daerah dikelola sendiri oleh daerah 

dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten atau Kota. Pajak Daerah di 

Jember sendiri dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jenis pajak 

yang dikelola ada beberapa macam salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ).  

Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu (1) Pajak Penerangan 

Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain (berasal dari 

PT. PLN) dan (2) Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang 

dihasilkan sendiri (berasal dari Non PLN) atau sering disebut dengan Pajak 

Penerangan Jalan Non PLN. Pihak yang memungut kedua Pajak Penerangan Jalan itu 

juga berbeda, Pajak Penerangan Jalan pada umumnya yang tenaga listriknya berasal 

dari sumber PT. PLN akan dipungut oleh PT. PLN sendiri ,sedangkan Pajak 

Penerangan Jalan yang dihasilkan sumber lain maupun yang dihasilkan sendiri (Non 

PLN) dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan sudah tertera 

jelas di Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011. Objek pajak PPJ 

Non PLN adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan tenaga 

listrik yang dihasilkan oleh PT. PLN. Subjek dan wajib pajak PPJ Non PLN adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang bukan dari sumber 

PT. PLN.  

Tarif dari Pajak Penerangan Jalan Non PLN ialah 1,5% dengan cara 

perhitungan 1,5% dikalikan Nilai Jual Tenaga Listrik atau yang biasa disingkat 
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dengan NJTL. Prosedur pemungutan PPJ Non PLN dimulai dari pengisian formulir 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setelah itu pajak terutang di tetapkan 

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) yang tidak dibayarkan selama 1bulan (30 hari) sejak Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) diterima, wajib pajak akan dikenai sanksi berupa bunga 2% 

(dua persen) setiap bulan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut (Soemitro 2013:1) Pajak adalah: “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum”. Pajak merupakan salah satu kekuatan handal yang kita miliki untuk membangun 

kemandirian bangsa. Arti penting dan kontribusi pajak bagi negara sebenarnya telah terbukti dan 

berlangsung dalam kurun waktu yang lama hampir di seluruh dunia sejak masa kerajaan kuno 

hingga era modern saat ini. Bahkan Islam sebagai agama terbesar di dunia menjadikan zakat 

yang memiliki esensi dan fungsi yang hampir sama dengan pajak sebagai salah satu pilar yang 

harus kokoh ditegakkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umatnya. Ditengah krisis 

dan ketidak pastian perekonomian saat ini, pajak semakin menjadi tumpuan demi terciptanya 

pembiayaan negara yang mandiri. 

 Kehidupan berbangsa dan bernegara diuji dengan tuntutan yang besar dalam penyediaan 

dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan 

dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai komponen utama dalam mewujudkan kemandirian 

bangsa. Dalam hidup bermasyarakat harus selalu kita perhatikan bahwa ada dua kepentingan 

yang saling berhadapan dan berdampingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan 

masyarakat.Sebagai makhluk sosial, warga negara wajib menyerasikan dan mengharmonisasikan 

kedua kepentingan tersebut sehingga terdapat keseimbangan yang kuat. Pajak dapat berfungsi 

sebagai alat untuk menghadapi benturan kepentingan untuk dijadikan kepentingan bersama, dan 

di dalam masyarakat mana pun selalu ada kepentingan bersama. Salah satu jalan untuk 

memfasilitasi kepentingan bersama tersebut adalah dengan pajak. Pajak merupakan gejala sosial, 

dan pajak hanya terdapat dalam masyarakat.Jika tidak ada masyarakat, tidak mungkin ada pajak. 

Informasi tentang pajak harus selalu diberikan kepada masyarakat agar mereka tahu pentingnya 

pajak bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. 

 Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakan pembangunan di segala bidang 

kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan 

kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat. Untuk menyukseskan 
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pelaksanaan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari 

partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Kemajuan sistem perpajakan di suatu 

negara diikuti dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Seperti 

halnya Indonesia, karena tidak dipungkiri penerimaan pajak merupakan kontribusi terbesar untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara 

dan pajak daerah. Pajak negara atau sering juga disebut pajak pusat yaitu pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sendiri. Pendapatan daerah dapat 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pembagian pendapatan daerah, 

dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, 

dan pendapatan daerah lain yang sah. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah sendiri adalah: “kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat 

dipaksakan penagihannya.Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial, 

sektor pajak menjadi pilihan yang tepat, selain jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan 

cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. 

Salah satu jenis pajak daerah sebagaimana yang ada didalam Undang-Undang No. 28 

tahun 2009 adalah tentang pajak penerangan jalan.Penerangan jalan merupakan faktor penunjang 

untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan 

sebagai penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan masyarakat akan sulit dalam 

melakukan aktifitasnya sehari-hari. Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan listrik. 

Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek 

Pajak Penerangan Jalan yaitu pengguna tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Daerah dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan 

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait. Pajak Penerangan Jalan 
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(PPJ) adalah salah satu pajak daerah yang menjadi urusan kewenangan pemerintah kabupaten 

atau kota kabupaten atau kota yang diserahkan oleh Pemerintah melalui UU No 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Jember Nomor. 37 tahun 2012 tentang pajak 

penerangan jalan: “pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan 

sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Non-PLN. Sedangkan penggunaan 

tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari 

PLN”. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menangani beberapa jenis pajak dan salah 

satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Setiap tenaga listrik yang dimanfaatkan oleh 

pengguna listrik dapat dikenakan pajak penerangan jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

di masing-masing daerah. 

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten atau Daerah yang dari tahun ke tahun terus 

menunjukkan perkembangan dan mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Pajak 

Penerangan Jalan di Kabupaten Jember memiiki potensi relatif besar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya. Objek Pajak Penerangan 

Jalan Non-PLN adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN). Wajib 

Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. 

Instansi yang berwenang mengelola Pajak Daerah Kabupaten Jember adalah Badan Pendapatan 

Daerah. Kabupaten Jember merupakan Kabupaten atau Daerah yang dari tahun ke tahun terus 

menunjukkan perkembangan dan mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan 

dengan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang begitu beragam. 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengalami peningkatan penerimaan dari Pajak Daerah 

yang diperoleh mulai dari Tahun 2014 s/d Tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dan khususnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 

dan tabel 1.2 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1  Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tahunan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014 s/d 2016) 

No. Tahun Anggaran Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Presentase 

(%) 

1 2014 124.150.000.000,00 116.578.557.515,50 93,90 

2 2015 129.900.625.000.00 123.210.707.077,00 94,85 

3 2016 139.850.025.000,00 136.545.418.829,29 97,64 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017). 

 

Tabel 1.2  Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal 

Dari Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Reklame Kabupaten Jember 

(Tahun Anggaran 2014 s/d 2016) 

Tahun Uraian 
Penerima-an Target PAK Realisasi 

Penerimaan Unit Kerja Pemungut 

2014 

Pajak 
Penerangan 
Jalan Non 

PLN 
 

Pajak 
Reklame 

150.000.000,00 
 
 
 

19.000.000,00 

191.615.405,00 
 

 
 

16.187.872,00 

BAPENDA 

2015 

Pajak 
Penerangan 
Jalan Non 

PLN 
 

Pajak 
Reklame 

175.000.000,00 
 
 
 

24.844.000,00 

195.078.185,00 
 
 
 

24.316.259,00 

BAPENDA 

2016 

Pajak 
Penerangan 
Jalan Non 

PLN 
 

Pajak 
Reklame 

200.000.000,00 
 
 
 

40.000.000,00 

217.162.955,00 
 
 
 

29.282.773,00 

BAPENDA 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017). 
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 Tabel 1.2 menjelaskan perbandingan target realisasi Pajak Daerah antara Pajak 

Penerangan Jalan Non-PLN dan Pajak Reklame Tahun 2014 – 2016 di Kabupaten Jember terlihat 

bahwa Pajak Reklame peningkatannya tidak terlalu signifikan di banding target realisasi Pajak 

Penerangan Jalan Non-PLN. Usaha Pemerintah Kabupaten Jember untuk pengoptimalan Pajak 

Penerangan Jalan Non-PLN yaitu tak lepas dari penyuluhan dan pelayanan yang baik kepada 

wajib pajak. Usaha untuk mengoptimalkan pajak PPJ Non PLN Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember melakukan penyuluhan pada wajib pajak yang memiliki tenaga listrik non 

PLN. Selain itu untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak, Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan sistem verifikasi lapangan dengan 

mencocokan data dalam SPTPD-PPJ dengan keadaan di lapangan guna mengontrol ketaatan 

wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang. Pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 

pasal 10 ayat 2 wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib 

mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 hari kepada Badan Pendapatan atau melalui 

UPT Pendapatan setempat. Tata cara menghitung Pajak Penerangan Jalan menurut Salinan 

Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Pasal 4 tahun 2016 yaitu: Pajak terutang PPJ dihitung dengan 

mengalikan tarif 1,5% (tarif PPJ Non PLN) dengan dasar pengenaan pajak Nilai Jual Tenaga 

Listrik (NJTL) atau dengan rumus PPJ : 1,5% X NJTL. Hasil penerimaan Pajak Penerangan 

Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan 

Pemerintah Kabupaten. 

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam Laporan 

Tugas Akhir tentang“Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan 

Jalan Non-PLN oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan Tugas Akhir ini adalah: 

“Bagaimana prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-

PLN oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang 

Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Manfaatnya antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak khususnya Pajak Penerangan 

Jalan Non-PLN dan untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang 

terjadi di lapangan. 

2. Bagi Universitas Jember 

Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember dan sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di 

Universitas Jember, khususnya Program studi Diploma III Perpajakan  Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu politik 

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabaputen Jember 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan 

prosedur administrasi perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penerangan 

Jalan Non-PLN. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

 Menurut Mulyadi (2013:5), Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Azhar 

Susanto (2013:264) Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar 

segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud 

dengan prosedur adalah sesuatu tata carakerja perusahaan atau kegiatan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap. 

 

2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

 Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 

pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

 Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2016): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”. 

 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran 

tersebut berupa uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-

Undang serta aturan pelaksana. 
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c.  Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam 

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh 

pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Mardiasmo(2016:4) ada beberapa fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi PenerimaanAnggaran (Budgetair) 

Pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak digunakan sebagai pengatur untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah 

di bidang sosial, dan ekonomi. 

Contoh: 

a) Kerumitan Peraturan Per UU Perpajakan, Semakin rumit peraturan per UU 

Perpajakan yang berlaku maka terdapat kecenderungan biaya untuk mematuhinya 

(complince cost) semakin tinggi. Umtuk mendapatkan kepatuhan pajak/tax 

compliance dengan biaya murah di perlukan Fungsi Mengatur (Regulerend) dalam 

pajak; 

b) Makin besarnya jumlah Pajak Terutang, akibat kekeliruan dan kesalahan dalam 

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan. Pajak dapat dihindarkan dengan 

meminimalisir kekeliruan dan kesalahan yang terjadi;dan 

c) Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk 

mendorong perkembangan koperasi Indonesia. 
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2.2.3 Asas Pengenaan Pajak 

 Asas pengenaan pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan juga sering 

digunakan oleh negara, yaitu: 

a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan 

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 

badan yang berdomisili diwilayah negara atau apabila badan yang bersangkutan 

berkedudukan di negara itu, seperti : 

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia. 

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu 

dari badan pemerintah yang memenuhi criteria. 

b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu 

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila 

penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi 

atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut. 

c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan 

pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh 

penghasilan. Asas ini  tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan 

dikenakan pajak berasal. 

 

2.2.4 Jenis Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7)Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara 
lain : 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 

PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh 

penghasilan tersebut. 
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2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.PPN terjadi 

karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan 

oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada 

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit(dimasukkan dalam harga jual 

barang atau jasa). 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya : 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 

Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari : 

a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. 

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan 

Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan lain-lain. 

 

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Resmi (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdapat tiga macam, yaitu: 

a. Stelsel Nyata (Riil) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 

sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).Oleh karena itu, 
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pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua 

penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. 

b. Stelsel Anggapan (Fiktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang 

diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap 

samadengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu 

tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan 

stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat 

ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. 

 

c. Stelsel Campuran 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara 

stelsel nyata dan stelsel anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasar 

keadaan yang sesungguhnya.Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih 

besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar 

kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil 

daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali 

(restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah 

diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. 

 

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, asas pemungutan 

pajak yang penting adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:9) : 

a. Asas Domisili (asal tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas keseluruhan wajib pajak yang bertempat tinggal 

di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar 

negeri.Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya 

tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
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c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga): 

a. Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang 

kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib 

pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) wewenang unuk menentukan 

besarnya pajak terutang pada fiskus, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak 

timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan di terbitkan surat 

ketetapan pajak oleh fiskus. 

b.  Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang 

kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak 

yang terhutang yang seharusnya di bayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri, (ii) Wajib 

Pajak (WP) harus aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang 

seharusnya dibayar, (iii) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada 

pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang 

oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) wewenang menentukan 

besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.2.8 Tarif Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak, antara lain sebagai berikut : 

a.  Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak, 

Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan 

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap nilai rupiah tertentu yang 

jumlahnya tidak berubah atau tetap, 
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Contoh : Yaitu pajak materai atau bea materai yang besar tarifnya tidak berubah dengan 

tarif senilai Rp 3.000 atau Rp 6.000. 

c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar pula, 

Contoh : Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

 

Tabel 2.1 Tarif Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% 

Di atas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00 10% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00 15% 

Di atas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00 25% 

Di atas Rp 200.000.000,00 35% 

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan 

 

Tabel 2.2 Tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00 15% 

Di atas Rp 100.000.000,00 30% 

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan 

d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar, 

Contoh : Seperti bea masuk dan bea keluar. Hal ini dimaksudkan untuk memicu agar 

lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor), ketika objek pajak 

yang ingin diimpor atau ekspor berkisaran antara Rp 0 sampai Rp 25.000.000,00 maka 

barang tersebut dikenai bea masuk atau bea keluar sebesar 15% jika objek pajak yang 

ingin diimpor atau diekspor berkisaran Rp 25.000.000,00 sampai Rp 50.000.000,00 maka 

barang tersebut akan terkena bea masuk atau bea keluar sebesar 12,5%. 
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2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 Menurut Diana Sari (2013:179) pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat 

NPWP adalah: “nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

pajak”. Setiap Wajib Pajak akan memiliki NPWP yang unik dan berbeda dengan Wajib 

Pajak lainnya. NPWP terdiri dari 15 digit, 8 digit pertama merupakan kode administrasi 

pajak, 1 check digit, 3 digit kode kpp, dan 3 digit kode cabang. 

Fungsi dari NPWP antara lain sebagai berikut: 

a)Sarana dalam administrasi perpajakan; 

b)Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya; 

 c)Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, seperti Surat Setoran Pajak (SSP), 

faktur pajak, dll; 

 d)Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan; 

 e)Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan 

pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti Dokumen Impor; 

 f)Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang. 

 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Definisi Pajak Daerah 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, Pajak daerah adalah “kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Menurut Mardiasmo (2016): “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah daerah yang hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyatnya. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


15 
 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : “Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. 

 

2.3.3 Jenis Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah 

a. Pajak Provinsi 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 2%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%; 

4) Pajak Air Permukaan 10%; dan 

5) Pajak Rokok 10%. 

b. Pajak Kabupaten/Kota 

1) Pajak Hotel 10%; 

2) Pajak Restoran 10%; 

3) Pajak Hiburan 35%; 

4) Pajak Reklame 25%; 

5) Pajak Penerangan Jalan 10%; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%; 

7) Pajak Parkir 30%; 

8) Pajak Air Tanah 20%; 

9) Pajak Sarang Burung Walet 10%; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran 0,3%; dan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%. 
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2.4 Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 

2.4.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016, Pajak Penerangan Jalan yang 

selanjutnya disingkat PPJ adalah: :Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dilakukan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penggunaan Listrik yang dihasilkan 

sendiri biasanya disebut dengan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN dan dipungut oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sedangkan penggunaan listrik yang 

diperoleh dari sumber lain disebut Pajak Penerangan Jalan tapi dipungut oleh PT. PLN”. 

 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 

Dasar hukum Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sudah tertulis pada Peraturan Bupati 

Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 

dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang 

dihasilkan sendiri. 

 

2.4.3 Objek Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Objek Pajak 

Penerangan Jalan adalah: “Penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri(non-PLN). 

Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari 

Non-PLN”. 

 

2.4.4 Subjek Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Subjek Pajak 

Penerangan Jalan Non-PLN adalah: “Orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan 

listrik”. 

 

2.4.5 Wajib Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wajib Pajak 

Penerangan Jalan Non-PLN adalah: “Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga 

listrik”. 
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2.4.6 Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 

  Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Pasal 10 Tahun 2016 tentang tata cara 

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN adalah sebagai berikut; 

1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang yang menggunakan tenaga listrik 

yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Badan Pendapatan; 

2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib 

mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Badan 

Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat; 

3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap, dan benar untuk masa 

pajak bulan yang lalu; 

4) SPTPD sebagaimana dimaksudpada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak 

atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Badan Pendapatan atau UPT. Pendapatan 

paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya; 

5) Berdasarkan SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan pajak 

terutang dengan menerbitkan SKPD; 

6) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah 

lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan 

menerbitkan STPD. 

 

2.4.7 Dasar Pengenaan,Perhitungan, dan Tarif Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 

Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan: 

a.  Dasar Pengenaan Pajak 

Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) atau biaya pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas 

tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan 

yang berlaku di wilayah daerah. 

b. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan 

Nilai Jual Tenaga Listrik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu : 

1) Penggunaan KWH Meter 

NJTL = KWH x Rp/KWH 

2) Tidak menggunakan KWH Meter 
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NJTL = KVA x FD x Jam Nyala x Rp/KWH 

Keterangan : 

a. KVA adalah kapasitas daya yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik. 

b. Daktor Daya (FD) adalah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan 

tenaga listrik. Faktor daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat 

pembangkit listrik yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai 

berikut : 

1) Penggunaan KWH Meter 

FD =KWH : KVA 

2) Tanpa Menggunakan KWH Meter 

FD ditetapkan berdasarkan usia penggunaan pembangkit listrik 

Tabel 2.3 Besar Faktor Daya Berdasarkan Usia Penggunaan Alat Pebangkit 

Tenaga Listrik 

No Usia/Lama Penggunaan Alat Pembangkit 

Tenaga Listrik 

Faktor Daya 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 s/d 2 Tahun 

2 s/d 4 Tahun 

5 s/d 6 Tahun 

7 s/d 8 Tahun 

9 s/d 10 Tahun 

Diatas 10 Tahun 

1,00 

0,93 

0,87 

0,80 

0,73 

0,67 

Sumber : Badan Pendapatan Derah Kabupaten Jember (2017) 

3) Jam Nyala adalah penggunaan listrik per bulan berdasarkan hasil pendataan 

(I bulan dihitung 30 hari). Klasifikasi Jam Nyala : 

1. Penggunaan utama ditetapkan minimal 240jam/bulan; 

2. Penggunaan cadangan ditetapkan minimal 120 jam/bulan; dan 

3. Penggunaan darurat ditetapkan minimal 30 jam/bulan. 

4) Harga Satuan Tenaga Listrik (Rp/KWH) 

Tabel 2.4 Harga Satuan Tenaga Listrik per KWH Berdasarkan Golongan dan 

Kapasitas Daya. 
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No Kapasitas Daya Harga Satuan Tenaga Listrik per KWH 

1 

2 

3 

4 

 

> 35 KVA 

> 35 s/d 200 KVA 

> 200 KVA 

> 30.000 KVA 

Rp. 1.200 

Rp. 1.200 

Rp. 1.020 

Rp. 908 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017) 

 

c. Tarif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

Tarif Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri (Non-

PLN) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pajak terutang PPJ dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

PPJ Terhutang = 1,5% x Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). 

 

2.5 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, SPTPD adalah: “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah”. 

 

2.6 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah: “Surat ketetapan pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang”. 

 

2.7 Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah: “Surat 

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda”. 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan 

3.1.1 Tempat Kegiatan 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang 

beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan pada Bidang II,yaitu Bidang Penetapan 

dan Verifikasi. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas Nomor: 1612/UN25.1.2/SP/2017 yaitu 

dimulai dari tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30April 2017. Adapun kegiatan Praktek Kerja 

Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

Hari 
Jam Kerja (WIB) 

Jam Pagi Istirahat Jam Siang 

Senin – Kamis 07.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Jum’at 07.00 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Sabtu dan Minggu Libur 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017) 

 

3.2 Ruang Lingkup dan Rincian Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada Pelaksanaan Kegiatan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul 

“Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.Penulis ditempatkan dibidang II yaitu bidang 

Penetapan dan Verifikasi. 
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3.2.2 Rincian Kegiatan 

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Badan Pendapatan Daerah. Kegiatan 

setiap harinya dimulai pukul 07.00 WIB.  Rincian kegiatan selama penulis berada di tempat 

kegiatan 

 

Tabel 3.2 Rincian Kegiatan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Kegiatan Hasil kegiatan 

(1) (2) (3) 
 1) Menemui Ibu Siti di bagian 

Tata Usaha Badan 
Pendapatan Daerah Kab. 
Jember agar di arahkan ke 
bidang yang telah 
ditentukan. Penulis 
ditempatkan pada Bidang 
Penetapan dan Verifikasi 

Penulis dapat mengenal lingkungan kerja 
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Jember 

 
 
 
Minggu I 
Tanggal 
02April s/d 
07April 2017 

2) Perkenalan dan penjelasan 
dari kepala Bidang 
Penetapan dan Verifikasi 
dan penempatan ruang bagi 
peserta PKN 

a. Di perkenalkan kepada Bu Tita Fajar  
sebagai kepala Bidang Penetapan dan 
Verifikasi 

b. Di perkenalkan kepada  Pak Yhoni 
Restian selaku Kasie Verifikasi 

c. Di perkenalkan kepada Bu Mega 
Wulandari selaku Kasie Penetapan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Bertugas pada bagian 
validasi berkas Bea 
Perolaha Hak Atas Tanah 
dan Bangunan dan 
mencetak lembar 
pengesahan Surat Setoran 
Pajak Daerah (SSPD) Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan 

a. Mendapatkan arahan dari Pak Alief dan 
Pak Fathur selaku staf yang menghendel  
berkas BPHTB yang divalidasi dan 
mencetak SSPD BPHTB 

b. Mengetahui sistem kerja di bidang 
Penetapan dan Verifikasi 
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(1) (2) (3) 
 1) Dipindah di bagian 

Pelayanan dan bertugas 
untuk mencetak Surat 
Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) untuk pajak 
reklame tetap dan 
insidentil, pajak 
penerangan jalan, pajak 
mineral bukan logam dan 
batuan, dan pajak air tanah 
serta bagaimana cara cetak  
kosong pada Surat 
Pemberitahuan Terhutang 
Pajak Daerah (tanpa 
mencetak SKPD hanya 
nomor SKPD saja) untuk 
pajak hotel, pajak parkir, 
pajak hiburan, dan pajak 
restoran atau pajak catering 

a. Mengetahui cara mencetak Surat 
Ketetapan Pajak Daerah 

b. Mengetahui pajak apa saja yang 
menggunakan Surat Ketetapan Pajak 
Daerah dan yang tidak menggunakan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah 

 

Minggu II 
Tanggal 
09April s/d 
14April 2017 

2) Bertugas di bagian 
verifikasi berkas BPHTB 

a. Mendapatkan arahan tentang 
verifikasi BPHTB dari pak Bambang, 
Pak Dodik dan Pak Yudho 

b. Dapat memahami prosedur yang 
dilakukan saat memverifikasi 
BPHTB  

c. Melakukan verifikasi berkas yang 
diajukan wajib pajak untuk di teliti 
kelengkapan berkas yang diajukan 
wajib pajak 

 
 
 
 

 
 

 

3) Wawancara dengan Ibu Tita 
selaku Kepala bidang di 
bagian Penetapan dan 
Verifikasi mengenai alur 
pemungutan Pajak 
Penerangan Jalan Non PLN 
 

Mengetahui prosedur pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan Pajak 
Penerangan Jalan Non PLN 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Melengkapi data yang 
diperlukan untuk laporan 
PKN 

Menambah kekurangan bahan yang 
diperlukan sebagai pembuatan 
laporan PKN tentang Pajak 
Penerangan Jalan 
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(1) (2) (3) 
 
 
Minggu III 
Tanggal 
16April s/d 
21April 2017 
 
 

2) Bertugas di bagian validasi 
data BPHTB 

 
 
 

Dapat mengetahui langkah-langkah berkas 
yang akan di validasi sebelum  di berikan 
kepada wajib pajak dan ditandatangani oleh 
Kepala Bidang 2 Ibu Tita Fajar A. 

 3) Mencetak SKPD PPJ Non 
PLN dan menata arsip PPJ 
Non PLN 

Mendapatkan arahan dari Pak Mulyono 
beserta Bu Retno dalam mencetak SKPD 
PPJ Non PLN 

 
 
 

1) Wawancara dengan Pak 
Yonie selaku kasie di 
Bidang Verifikasi mengenai 
tarif pajak dan 
penghitungannya dari Pajak 
Penerangan Jalan Non PLN 

 
Menambah data untuk laporan tugas akhir 
serta mengetahui berapa jumlah keseluruhan 
wajib pajak PPJ Non PLN  

 
 
Minggu IV 
Tanggal 
23April s/d 
28April 2017 

2) Melayani wajib pajak 
reklame insidentil untuk 
memasukan data reklame 
yang kemudian pajaknya 
dibayarkan ke Bank  

Mengetahui berapa besar pajak yang akan 
dikenakan terhadap pajak reklame insidentil 
yang akan dibayarkan 
 
 

  
3) Bertugas untuk mencetak 

Surat Ketatapan Pajak 
Daerah (SKPD) untuk 
pajak reklame tetap dan 
insidentil, pajak 
penerangan jalan, pajak 
mineral bukan logam dan 
batuan, dan pajak air tanah 
serta bagaimana cara cetak  
kosong pada Surat 
Pemberitahuan Terhutang 
Pajak Daerah (tanpa 
mencetak SKPD hanya 
nomor SKPD saja) untuk 
pajak hotel, pajak parkir, 
pajak hiburan, dan pajak 
restoran atau pajak catering 

 

 
Mengetahu bagaimana cara perhitungan 
pajak daerah yang ditangani oleh Badan 
Pendapatan Daerah Kabuaten Jember 
khususnya Pajak Penerangan Jalan 
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(1) (2) (3) 
 4) Melakukan wawancara 

dengan Ibu Tita selaku 
Kasie di Bidang Penetapan 
dan Verifikasi mengenai 
prosedur Pembayaran wajib 
pajak dari Pajak 
Penerangan Jalan Non-PLN 

Dapat mengetahui target dan realisasi 
penerimaan pendapatan daerah kabupaten 
Jember khususnya di penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan 

 1) Bertugas di bagian 
pelayanan untuk 
pengambilan berkas Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan 

a. Mendapatkan arahan dari pak Mulyono 
selaku staf yang menghendel bagian 
pengembalian berkas Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan 

b. Dapat mengetahui langkah-langkah 
berkas yang akan di ambil oleh wajib 
pajak 

Minggu V 
Tanggal 
30April 2017 

2) Melengkapi data yang 
diperlukan untuk laporan 
PKN 

Menambah kekurangan bahan yang 
diperlukan sebagai pembuatan laporan 
PKN 

 3) Perpisahan dengan para staf 
pegawai bidang penetapan 
dan verifikasi serta bagian 
pelayanan pada Dinas 
Pendapatan Daerah 
Kabupaten Jember 

a. Selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
yang di lakukan di BadanPendapatan 
Daerah Kabupaten Jember. 

b. Berterima kasih dan berpamitan kepada 
kepala bidang dan staf  penetapan dan 
verifikasi serta bagian pelayanan dan para 
pegawai yang ada di bidang II. 

 
Sumber: Diolah untuk Laporan Tugas Akhir (2018). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah jenis data 

kuantitatif. Data kuantitatif menurut menurut Sugiyono (2015): “data kuantitatif adalah 

jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan angka atau bilangan”. Dari penjelasan dan definisi data 

kuantitatif menurut ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa data kuantitatif adalah data yang 

menggunakan bilangan atau angka dalam proses perhitungan dan menganalisa hasil data 

tersebut. 
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3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan untuk pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat PKN di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.Data primer diperoleh dari wawancara, 

berdiskusi, meminta bahan-bahan prosedur Pajak Penerangan Jalan Non-PLN. 

b) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang berupa olahan 
untuk memperkuat data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari internet, buku, 
dokumen-dokumen,dan Peraturan-peraturan Bupati yang berkaitan tentang prosedur 
Pajak Penerangan Jalan Non-PLN. 
 

3.4 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan Laporan Tugas Akhir ini adalah: 

a) Studi Pustaka, adalah pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik 

dari lembaga/instansi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang 

berkaitan dengan Laporan Tugas Akhir. 

b) Observasi, adalah pengamatan melibatkan semua indera. Pencatatan hasil dapat 

dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik yang berhubungan dengan Laporan 

Tugas Akhir 

c) Wawancara, adalah pengambilan data secara lisan daritanya jawab secara langsung 

yang berkaitan dengan prosedur Pajak Penerangan Jalan Non-PLN melalui tatap muka. 

Adapun narasumbernya adalah staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

sebagai berikut : 

1. Ibu Tita Fajar selaku Kepala Bidang Bagian Penetapan dan Verifikasi; 

2. Bapak Yhoni Restian selaku Kasie Verifikasi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir mengenai Prosedur Pemungutan, 

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN telah sesuai dengan Peraturan 

Bupati Nomor 2 Tahun 2016; 

b. Prosedur Penyetoran sudah sesuai dengan kebijakan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember dibuktikan semakin besarnya Pendapatan Anggaran Daerah dalam hal 

pajak dan mempermudah wajib pajak dalam hal penyetoran dengan adanya fasilitas Bank 

Jatim dilingkup kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember; 

c. Prosedur Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sudah sesuai dengan tata cara yang 

berlaku terbukti dari tahun ke tahun masyarakat khususnya daerah Jember sadar akan taat 

pajak. 

5.2 Saran 

 Menurut pengamatan penulis selama melakukan kegiatan Laporan Tugas Akhir, Penulis 

memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut: 

a. Pertahankan dan terus tingkatkan kedisiplinan terhadap peraturan perpajakan daerah agar 

terhindar dari pelanggaran-pelanggaran perpajakan yang sering terjadi dan selalu 

mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai perubahan Undang-Undang dan 

Peraturan Pajak Daerah. 

b. Untuk Instansi terus tingkatkan target Pendapatan Anggaran Daerah tiap tahunnya 

khususnya dalam hal pajak yang ada di daerah Jember, agar Kota Jember terus maju dan 

bisa selalu memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang kurang memadai. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Diterima Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 10. Bukti Setor Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN 
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Lampiran 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PPJ Non-PLN 
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Lampiran 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
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Lanjutan 

 

 

  

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


47 
 

Lanjutan 

 

  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


48 
 

Lanjutan  

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


49 
 

Lanjutan 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


50 
 

Lanjutan 

 

 

  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


51 
 

Lanjutan  

 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52 
 

Lanjutan  

 

 

  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


53 
 

Lanjutan 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54 
 

Lanjutan  
 

 

  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


55 
 

Lanjutan  

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


56 
 

Lampiran 13.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
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Lampiran 14.Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak 
Penerangan Jalan (PPJ) Dan Penetapan Harga Satuan Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik 
Yang Dihasilkan Sendiri 
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Transkrip Wawancara I 

Narasumber    : Ibu Tita Fajar (Kabid. Penetapan dan Verifikasi) 

Hari, Tanggal    : Jumat, 14 April 2017 

Jam     : 09.00 – 10.30 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruangan Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi 

Topik Wawancara :Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 
Non-PLN 

 

Pewawancara   : Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya Bu Tita 

Narasumber   : Waalaikumsalam Mas, iya silahkan masuk 

Pewawancara : Begini Bu, Saya ingin bertanya untuk data Laporan Tugas Akhir 
Saya tentang Pajak Penerangan Jalan Non-PLN bu 

Narasumber : Iya silahkan apa yang bisa Saya bantu 

Pewawancara : Terkait tentang alur pemungutan dari Pajak Penerangan Jalan 
Non-PLN ini seperti apa ya bu? 

Narasumber : Begini ya Mas, Pajak Penerangan Jalan Non-PLN khususnya di 
daerah Jember ini menggunakan sistem Self Assesment jadi Wajib 
Pajak harus mandiri mulai memungut menyetor dan melaporkan 
tentang pajak yang terkait itu dan alur pemungutannya yang 
pertama; Wajib Pajak harus mendaftarkan diri dulu di kantor 
BAPENDA Jember untuk selanjutnya Wajib Pajak mengisi 
formulir SPTPD dengan benar setelah itu Wajib Pajak tinggal 
menunggu diterbitkan SKPD pajaknya sedangkan Tim dari 
BAPENDA untuk meminimalisir kecurangan pajak Tim 
BAPENDA melakukan pendataan ulang turun ke lapangan 
langsung setalah itu diterbitkanlah SKPD Wajib Pajak tersebut dan 
jika Wajib Pajak tidak atau kurang bayar dari jangka waktu yang 
sudah ditentukan maka dikenai sanksi bunga administrasi sebesar 
2% dari total pajak yang ditetapkan. 

Pewawancara : Apakah itu sudah seseuai dengan peraturan yang berlaku Bu? 
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Lanjutan 

 

Narasumber : Jelas, semua Prosedur pemungutan tersebut sudah tertulis di 
Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 

Pewawancara : Baik Bu sudah Saya catat baik-baik, terimakasih untuk waktunya 
mohon maaf bila mengganggu Ibu Tita 

Narasumber : Sama-sama Mas, jika ada yang perlu ditanyakan lagi langsung 
datang saja keruangan Saya 

Pewawancara : Iya Bu siap, kalau begitu Saya mohon untuk kembali ke ruangan 
Saya Assalamualaikum Bu 

Narasumber : Iya Mas, Waalaikumsalam 
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Lampiran 16. Transkrip Wawancara II 

Transkrip Wawancara II 

Narasumber  : Bapak Yhoni Restian (Kasie Verifikasi) 

Hari, Tanggal  : Selasa, 25 April 2017 

Jam  : 10.00 – 11.00 WIB 

Tempat Wawancara  : Ruangan Bidang II Penetapan dan Verifikasi 

Topik Wawancara :Tentang Tarif Pajak dan Perhitungan mengenai Pajak 
Penerangan Jalan Non-PLN 

 

Pewawancara :Assalamualaikum Pak Yhoni, maaf mengganggu waktunya 
sebentar Pak 

Narasumber : Monggo Mas, ada yang bisa Saya bantu? 

Pewawancara :Begini Pak Saya mau bertanya-tanya mengenai Laporan 
Tugas Akhir Saya tentang Pajak Penerangan Jalan Non-
PLN Pak 

Narasumber : Iya, apa yang mau ditanyakan? 

Pewawancara : Mengenai Pengenaan Tarif Pajak Penerangan Jalan Non-
PLN ,berapa ya Pak? 

Narasumber :Ohh, Tarif Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sendiri sudah 
tertulis di Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 
dengan Tarif 1,5% 

Pewawancara : Bagaimana dengan Perhitungannya Pak? dan apa sudah 
sesuai juga dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 
Tahun 2016? 

Narasumber : Cara perhitungannya Tarif Pajak 1,5% X Nilai Jual 
Tenaga Listrik dari Wajib Pajak Penerangan Jalan Non-
PLN itu, dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati 
Jember Nomor 2 Tahun 2016 
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Pewawancara : Baiklah Pak Yhoni,  mohon maaf jika mengganggu waktu 
Bapak 

Narasumber : Hehehe, Santai lah Mas kalau ada yang kurang jelas 
tentang Laporan Tugas Akhirmu itu bisa tanyakan lagi ke 
Saya 

Pewawancara : Siap Pak terimakasih, kalau begitu Saya mohon untuk 
kembali ke tempat duduk Saya. Assalamualaikum Pak 

Narasumber : Baik Mas, Waalaikumsalam 
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Lampiran 17. Transkrip Wawancara III 

Transkrip Wawancara III 

Narasumber : Ibu Tita Fajar (Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi) 

Hari, Tanggal : Rabu, 26 April 2017 

Jam : 09.00 – 10.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi 

Topik Wawancara : Tentang Prosedur Pembayaran Pajak Penerangan Jalan 
Non-PLN 

 

Pewawancara : Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya lagi Bu 

Narasumber : Waalaikumsalam Mas, enggak apa-apa silahkan masuk 

Pewawancara : Ada yang perlu Saya tanyakan lagi ke Bu Tita mengenai 
Laporan Tugas Akhir saya tentang Pajak Penerangan Jalan 
Non-PLN bu 

Narasumber : Iya Mas, apa yang kurang jelas? 

Pewawancara : Tentang bagaimana cara Pembayaran Pajak Penerangan 
Jalan Non-PLN bu? 

Narasumber : Ooh begini Mas, kemaren kan sudah Saya jelaskan 
tentang diterbitkan SKPD itu kan? 

Pewawancara : Iya Bu iya sudah 

Narasumber : Nah, dari SKPD itu Wajib Pajak harus menyetorkan atau 
membayarkan pajak terutang Wajib Pajak tersebut ke bank 
yang sudah di tunjuk sebagai tempat/fasilitas untuk 
menyetorkan atau membayarkan Pajak Daerah tersebut 
bank yang telah ditunjuk itu adalah Bank Jatim, Wajib 
Pajak menyetorkan pajak terutangnya dengan membawa 
SKPD yang telah di validasi oleh BAPENDA tersebut ke 
Bank Jatim setelah diproses penyetoran oleh pihak bank 
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 Wajib Pajak menerima Bukti Setor berupa kwitansi. Apa 
ada yang kurang jelas? 

Pewawancara : Jelas Bu jelas, sudah Saya catat semua apa yang Ibu Tita 
bicarakan barusan 

Narasumber : Baik Mas, Apa ada yang perlu ditanyakan lagi Mas? 

Pewawancara : Sudah Bu Tita, Saya sudah cukup jelas Bu. Terimakasih 
atas penjelasan dari Bu Tita. Mohon maaf Saya 
mengganggu waktu Bu Tita  

Narasumber : Enggak apa-apa Mas 

Pewawancara : Baik Bu, Saya mohon untuk kembali keruangan Saya 
kembali. Assalamualaikum Bu 

Narasumber : Iya Mas, Waalaikumsalam 
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